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Setelah melalui tahapan yang cukup panjang, Gubernur Sumsel, H. Herman 

Deru, Jumat (13/12) pagi akhirnya melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan 

Bersama antara Pimpinan DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel terhadap KUA 

dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020. Penandatanganan ini dilakukan di Ruang 

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel dalam Rapat Paripurna VI DPRD Provinsi 

Sumsel. 

Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA PPAS yang ditandatangani pada tanggal 

13 Desember 2019 tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi 

Sumsel tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp10.648.152.635.823, mengalami kenaikan 

sebesar Rp111.227.009.664 atau 1,06% dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar 

Rp10.536.925.626.158. 

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, mengatakan pihaknya saat ini tengah 

melakukan transformasi ekonomi nasional, dengan orientasi yang berbasis pada 

pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif berkualitas, dan berkelanjutan. Sedangkan 

untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah, kebutuhan 

belanja daerah tentu bertambah besar. “Kita patut bersyukur pertumbuhan ekonomi kita 

hingga saat ini terus meningkat, yang berdampak pada perluasan lapangan kerja,” 

jelasnya. 
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Iapun meminta kepada seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemprov Sumsel agar 

dapat mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah secara lebih efisien, efektif, 

transparan, dan akuntabel. “Dari sisi penerimaan, kita harus mampu meningkatkan, 

menggali, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar kapasitas 

fiskal kita semakin kuat,” jelas HD. 

Sementara itu, dari sisi belanja, kata HD, Pemprov harus dapat meningkatkan 

kualitas dan produktifitas belanja. Anggaran belanja harus digunakan secara berkualitas, 

efektif, dan efisien. “Kebocoran anggaran tidak boleh terjadi. Setiap rupiah yang 

dibelanjakan harus digunakan untuk program dan kegiatan yang benar-benar produktif 

dan mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” ujar 

HD. Sedangkan dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa 

lebih perhitungan anggaran tahun lalu telah diperhitungkan dengan cermat dan rasional 

dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2019. 

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Hj. R.A Anita Noeringhati, 

mengatakan proses penandatanganan KUA PPAS ini telah melewati dinamika yang 

cukup panjang dengan beberapa beberapa catatan. Dalam kesempatan itu, ia juga tak 

lupa mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya 

pada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumsel serta anggota Banggar, 

Gubernur, dan Wakil Gubernur berikut jajarannya yang telah bekerja membahas 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS Tahun Anggaran 2020. 

Usai penandatanganan itu, Gubernur Sumsel, H. Herman Deru juga melanjutkan 

agenda menyampaikan penjelasan Gubernur Sumsel terhadap Raperda APBD Provinsi 

Sumsel Tahun Anggaran 2020, pada pembicaraan TK I, Rapat Paripurna VII DPRD 

Provinsi Sumsel. 

 

Sumber Berita: 

1. Sumatera Ekspres, Terpaksa karena Waktunya Mepet, Jumat, 13 Desember 2019. 

2. Palembang.tribunnews.com, Gubernur Sumsel dan Pimpinan DPRD Tandatangani 

KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2020, Jumat, 13 Desember 2019. 

3. Palpos.id, KUA-PPAS APBD Sumsel Disahkan dengan Tiga Catatan, Jumat, 13 

Desember 2019. 
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Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah: 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. (Pasal 

1 angka 4) 

 Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. (Pasal 1 angka 5) 

 Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. (Pasal 1 angka 6) 

 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 

7) 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

(Pasal 1 angka 13) 

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (Pasal 1 angka 14) 

 Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. (Pasal 1 angka 22) 

 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. (Pasal 1 

angka 23) 

 Kepala Daerah menJrusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan 

RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. (Pasal 89 ayat (1)) 

 Rancangan KUA memuat: 

a. kondisi ekonomi makro daerah; 

b. asumsi penyusunan APBD; 

c. kebijakan Pendapatan Daerah; 

d. kebijakan Belanja Daerah; 

e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 

f. strategi pencapaian. (Pasal 89 ayat (3)) 

 Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: 

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 



Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan 

yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum 

dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan 

c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk 

masing-masing Program dan Kegiatan. (Pasal 89 ayat (4)) 

 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020: 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. (Pasal 1 

angka 1) 

 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut: 

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; 

2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundangundangan yang lebih tinggi; 

3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS; 

4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan; 

5. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan 

akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 

6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan 

7. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan 

dan manfaat untuk masyarakat. 

 Pemerintah Daerah harus melaksanakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 

2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan, dengan memperhatikan tahapan penyusunan dan jadwal 

sebagaimana tercantum pada Tabel. 

Tabel Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 

No Uraian Waktu Lama 

1. Penyampaian Rancangan KUA dan 

Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD 

kepada Kepala Daerah 

 

paling lambat 

minggu I bulan Juli 
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2. Penyampaian Rancangan KUA dan 

Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah 

kepada DPRD 

paling lambat 

minggu II bulan Juli 

 

3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan 

DPRD atas Rancangan KUA dan 

Rancangan PPAS 

paling lambat 

minggu II bulan 

Agustus 

 

4. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah 

perihal Pedoman Penyusunan RKA-

SKPD dan RKA-PPKD paling lambat 

minggu III bulan 

Agustus 

 5. Penyusunan dan pembahasan RKA-

SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD 

6. Penyampaian Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD oleh Kepala 

Daerah kepada DPRD 

paling lambat 

Minggu II bulan 

September bagi 

daerah yang 

menerapkan 5 (lima) 

hari kerja per minggu 

atau paling lambat 

Minggu IV bulan 

September bagi 

daerah yang 

menerapkan 6 (enam) 

hari kerja per minggu 

60 (enam puluh) 

hari kerja sejak 

disampaikan 

Rancangan 

Peraturan Daerah 

tentang APBD 

oleh Kepala 

Daerah kepada 

DPRD 
7. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala 

Daerah 

paling lambat 1 bulan 

sebelum dimulainya 

tahun anggaran 

berkenaan 

8. Menyampaikan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam 

Negeri/Gubernur untuk dievaluasi 

 

3 hari kerja setelah 

persetujuan bersama 
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9. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD 

paling lama 15 hari 

kerja setelah 

Rancangan Peraturan 

Daerah tentang 

APBD dan 

Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang Penjabaran 

APBD diterima oleh 

Menteri Dalam 

Negeri/Gubernur 

 

10. Penyempurnaan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD sesuai hasil 

evaluasi yang ditetapkan dengan 

keputusan pimpinan DPRD tentang 

penyempurnaan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD 

paling lambat 7 hari 

kerja (sejak diterima 

keputusan hasil 

evaluasi) 

 

11. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD 

tentang penyempurnaan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD kepada 

Menteri Dalam Negeri/Gubernur 

3 hari kerja setelah 

keputusan pimpinan 

DPRD ditetapkan 

 

12. Penetapan Peraturan Daerah tentang 

APBD dan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD sesuai dengan 

hasil evaluasi 

paling lambat akhir 

Desember (31 

Desember) 

 

13. Penyampaian Peraturan Daerah tentang 

APBD dan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD kepada 

Menteri Dalam Negeri/Gubernur 

paling lambat 7 hari 

kerja setelah 

Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala 

Daerah ditetapkan 

 


